
 

BUPATI MAMASA 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI MAMASA 

NOMOR 17 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN AIR 

TAWAR TAMALANTIK PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MAMASA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMASA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan 

Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu diatur Pembentukan 

UPTD BBIAT Tamalantik pada Dinas Perikanan; 

b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Sekretaris Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 007/3100/XI/2019 Tanggal 

18 November 2019 tentang Rekomendasi Pembentukan 

UPTD, bahwa pada Dinas atau Badan Daerah 

Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota 

untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar 

Tamalantik pada Dinas Perikanan Kabupaten Mamasa. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 

Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4186); 



2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonedsia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4432), Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5073); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 14);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 



7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan 

Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5870); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6405); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 

dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 nomor 1273); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 



Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa 

Tahun 2016 Nomor 161); 

14. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas 

Pokok, Fungsi dan Rincian tugas Jabatan Struktural Dinas 

Daerah Kabupaten Mamasa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian tugas Jabatan 

Struktural Dinas Daerah Kabupaten Mamasa (Berita Daerah 

Kabupaten Mamasa Tahun 2019 Nomor 26). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN AIR 

TAWAR TAMALANTIK PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN 

MAMASA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Mamasa. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Mamasa. 

5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Mamasa. 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Air Tawar 

Tamalantik yang selanjutnya disingkat UPTD BBIAT 

Tamalantik merupakan bagian dari Dinas Perikanan. 

7. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural. 

 

 

 



BAB II 

PEMBENTUKAN  

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BBIAT 

Tamalantik pada Dinas Perikanan dengan klasifikasi UPTD 

Type A. 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 3 

UPTD BBIAT Tamalantik merupakan bagian dari Dinas 

Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas Perikanan sesuai dengan  bidang yang 

diselenggarakan. 

Bagian Kedua 

Tugas 

Pasal 4 

UPTD BBIAT Tamalantik melakukan tugas pembenihan dan 

penangkaran benih ikan air tawar dan melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dari Dinas Perikanan. 

Bagian Ketiga 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 

(1) UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Tamalantik, 

terdiri dari : 

a. kepala UPTD; 

b. subbagian tata usaha; dan 

c. kelompok jabatan fungsional. 

(2) Bagan susunan Organisasi UPTD BBIAT Tamalantik 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



BAB IV 

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN 

Bagian Kesatu 

Kepegawaian 

Pasal 6 

(1) Pejabat dan pegawai UPTD diangkat dan diberhentikan 

oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Perikanan. 

(2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar 

kompetensi di bidang perikanan. 

Bagian Kedua 

Jabatan 

Pasal 7 

(1) Kepala UPTD diduduki oleh jabatan struktural eselon IV.a 

atau jabatan Pengawas. 

(2) Kepala Subbagian diduduki oleh jabatan struktural 

eselon IV.b atau Jabatan Pengawas. 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 8 

(1) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya. 

(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian 

internal di lingkungan kerjanya, serta melakukan 

pengawasan terhadap seluruh proses kegiatan secara 

efektif dan efisien. 

(3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan 

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 9 

Pembiayaan untuk mndukung kegiatan UPTD dibebankan 

pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa. 

       Ditetapkan di Mamasa  

       pada tanggal, 12 Agustus 2020 

       BUPATI MAMASA,  

         ttd. 

       RAMLAN BADAWI 

Diundangkan di Mamasa 

pada tanggal, 12 Agustus 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, 

   ttd. 

ARDIANSYAH 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020 NOMOR 17 

 

 

 

 

 



Lampiran : Peraturan Bupati Mamasa 

Nomor : 17 Tahun 2020 

Tanggal : 12 Agustus 2020 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

UPTD BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR TAMALANTIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI MAMASA, 

   ttd. 

RAMLAN BADAWI 

 

 

  

 

 

Kepala Subbagian Tata Usaha 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Kepala UPTD 


